PENGARAHAN PENUGASAN PEKERJAAN/

TERM OF REFERENCE (TOR)

PERBAIKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

(P2P-K)

PROYEK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2001

I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN :

Pengarahan penugasan ini dimaksudkan untuk petunjuk bagi konsultan pengawas yang akan memuat kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan pengarahan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud oleh pemberi tugas.

2. LATAR BELAKANG : 

2.1. Nama Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001.

2.2. Maksud dan Tujuan Proyek adalah :

Untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fisik :

Perbaikan Perumahan dan Permukiman Perkotaan (P2P-K)

1. Kecamatan Rengat.

a. Kws. Sekip Hulu 

- Pemb. Drainase
:
330 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
555 M1
b. Kws. Sekip Hilir 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.754 M1
c. Kws. Kp. Besar Kota 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.687 M1
d. Kws. Kampung Dagang 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.510 M1

2. Kecamatan Rengat Barat.

a. Kws. Pematang Reba

- Pemb. Drainase
:
1.180 M1

- Pemb. Drainase Lingk. Pasar
:
   197 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   957 M1

- Pemb. Semenisasi Plt. Lingk. Pasar
:
1.750 M2

b. Kws. Pekan Heran 

- Pemb. Drainase Lingk. Pasar
:
   144 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   353 M1
- Pemb. Semenisasi Plt. Lingk. Pasar
:
298,5 M2

3. Kecamatan Pasir Penyu.

a. Kws. Candi Rejo

- Pemb. Drainase
:
   532 M1

b. Kws. Air Molek

- Pemb. Drainase
:
   424 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
3.100 M1
4. Kecamatan Peranap.

a. Kws. Peranap

- Pemb. Drainase
:
   482 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   461 M1
2.3. Pemegang Mata Anggaran adalah Pemimpin Proyek Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu.

2.4. Pengelola Proyek adalah Pemimpin Proyek yang diangkat berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu No. Kpts.  110 Tahun 2001 dan No. Kpts. 111 Tahun 2001 Tanggal 29 Mei 2001.

3. LINGKUP PROYEK :

Mencakup kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Fisik :

Perbaikan Perumahan dan Permukiman Perkotaan (P2P-K)

1. Kecamatan Rengat.

a. Kws. Sekip Hulu 

- Pemb. Drainase
:
330 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
555 M1
b. Kws. Sekip Hilir 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.754 M1
c. Kws. Kp. Besar Kota 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.687 M1
d. Kws. Kampung Dagang 

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
1.510 M1

2. Kecamatan Rengat Barat.

a. Kws. Pematang Reba

- Pemb. Drainase
:
1.180 M1

- Pemb. Drainase Lingk. Pasar
:
   197 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   957 M1

- Pemb. Semenisasi Plt. Lingk. Pasar
:
1.750 M2

b. Kws. Pekan Heran 

- Pemb. Drainase Lingk. Pasar
:
   144 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   353 M1
- Pemb. Semenisasi Plt. Lingk. Pasar
:
298,5 M2

3. Kecamatan Pasir Penyu.

a. Kws. Candi Rejo

- Pemb. Drainase
:
   532 M1

b. Kws. Air Molek

- Pemb. Drainase
:
   424 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
3.100 M1
4. Kecamatan Peranap.

a. Kws. Peranap

- Pemb. Drainase
:
   482 M1

- Pemb. Semenisasi Jalan Lingk.
:
   461 M1
3.1 LINGKUP TUGAS TERDIRI DARI :

a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian sasaran volume.

b. Mengawasi pekerjaan serta ketepatan waktu pelaksanaan dan biaya pekerjaan konstruksi.

c. Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian dilapangan untuk memecahkan masalah yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

d. Membuat dan menyusun laporan-laporan (time schedulle, laporan harian, mingguan) secara kontinyu termasuk berita acara rapat lapangan dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik.

e. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan dengan pelaksanaan fisik lapangan.

f. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat yang harus disempurnakan guna pencapaian sasaran yang optimal.

g. Membuat berita acara termijn dan serah terima pekerjaan.

h. Menyusun Dokumen pengawasan bersama dengan Pengelola Teknik Proyek (PTP) tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk photo dokumentasi yang tersusun dan As Build Drawing.

i. Membantu Pemimpin Proyek dalam tindakan pengawasan sospol yang timbul akibat pelaksanaan fisik kepada pihak yang berkepentingan dan memberi pengertian tentang maksud serta tujuan Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu.

4. BIAYA :

4.1. Biaya untuk keperluan pengawasan ini dibebankan dari dana Perencanaan dan Pengawasan Teknis atau P2T Proyek Perbaikan Perumahan dan Permukiman atau P2P Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

4.2. Kegiatan Pengawasan Teknis ini Berpedoman pada :

1. Keppres RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2. Keppres RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

3. Keputusan Bersama Menkeu dan Kepala BPPN
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Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI No. 18 Tahun 2000.

4. Perda No. 4 Tahun 2001 Tanggal 5 Mei 2001 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001.

5. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Perbaikan Perumahan dan Permukiman (P2P) Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001.

II. KELUARAN

Konsultan Pengawas diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan lingkup tugas dan kebutuhan Proyek, kelancaran pelaksanaan fisik yang berhubungan dengan pekerjaan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

III. KRITERIA

Dalam pengawasan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pengarahan Penugasan Pekerjaan (TOR) ini konsultan pengawas harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN :

Sebagai bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan dengan secara benar dan tuntas sampai dengan memberikan hasil-hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pemberi tugas (pemimpin proyek).

2. PERSYARATAN OBJEKTIF :

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3. PERSYARATAN FUNGSIONAL :

Pelaksanaan pekerjaan pengawan pelaksanaan fisik yang menyangkut dengan profesionalisme yang tinggi oleh konsultan pengawas.

4. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

Selain kriteria umum diatas, untuk pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standarisasi, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain dalam :

4.1. Surat Perjanjian Pekerjaan ( Kontrak ) Pengawasan dan Pelaksanaan Fisik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

4.2. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Perbaikan Perumahan dan Permukiman (P2P) Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001.

4.3. Perda No. 4 Tahun 2001 Tanggal 5 Mei 2001 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001.

4.4. Surat Keputusan Bupati No. Kpts. 110 Tahun 2001 dan No. Kpts. 111 Tahun 2001 Tanggal 29 Mei 2001 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001.

4.5. Peraturan dan Normalisasi Teknis lain yang berhubungan erat dengan pekerjaan ini.

4.6. Peraturan Pembangunan Daerah setempat.

IV. URAIAN TUGAS

Konsultan pengawas sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan harus dirinci sendiri kegiatannya, yang secara garis besar sebagai berikut :

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

1.1. Menyusun program kerja alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

1.2. Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada Pemimpin Proyek / Pengelola Teknik Proyek (PTP) untuk disetujui mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh kontraktor pelaksana ( time schedule / baar cart dan curve network plenning).

2. PEKERJAAN TEKNIS

1.1. Menyusun pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserah terimakan untuk kedua kalinya.

1.2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan yang dipergunakan atau peralatan dan perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

1.3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat serta cepat, agar batas waktu dan kondisi seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak terpenuhi.

1.4. Memberi petunjuk, perintah penambahan atau pengurangan pekerjaan harus melalui assisten bagian proyek untuk disarankan kepada pemimpin proyek.

3. KONSULTASI

3.1 Melakukan konsultasi dengan Pemimpin Proyek / Pengelola Teknik Proyek (PTP) untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Pemimpin Proyek dan Pengelola Teknik Proyek (PTP), Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada pihak-pihak yang terlibat, paling lambat satu minggu kemudian.

4. PELAPORAN

4.1 Memberikan laporan dan gagasan/saran kepada Pemimpin Proyek untuk membicarakan permasalahan yang timbul selama masa pembangunan.

4.2 Melaporkan prestasi/kemajuan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disepakati.

4.3 Melaporkan bahan-bahan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang dipergunakan.

5. DOKUMEN

5.1. Menyiapkan/memberikan gambar-gambar pekerjaan tambah kurang dan perhitungan sesuai menurut gambar konstruksi.

5.2. Menyiapkan laporan-laporan dan Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini (harian tenaga kerja, bahan mingguan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan pembayaran, serah terima dan sebagainya).

5.3. Menyiapkan dan menjaga keutuhan buku tamu, mengindahkan saran, teguran secara profesional.

V. MASUKAN

1. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh Pengelola Teknis Proyek dan Pemimpin Proyek yang tertuang dalam Pengarahan Penugasan ini.

2. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang berasal dari Proyek maupun yang telah diperoleh sendiri.  Kesalahan konsultan pengawas sebagai akibat kesalahan informasi merupakan tanggung jawab konsultan pengawas.

3. Informasi secara umum tertuang dalam :

a. Dokumen Pelaksanaan yaitu :

· Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)

· Gambar-gambar pelaksanaan.

· Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) / bestek.

· Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Risalah Aanwijzing).

· Penawaran Rekan Pemborong.

b. Time Schedulle.

c. Pengarahan Penugasan Pengawasan.

d. Peraturan – peraturan, standar yang berlaku.

e. Informasi lain yang dianggap perlu.

VI. PROGRAM KERJA

Sebelum melaksanakan pekerjaan pengawasan, Konsultan Pengawas harus segera menyusun :

1. Program kerja terperinci.

2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga kerja yang diusulkan oleh konsultan pengawas harus mendapat persetujuan lisan maupun tertulis dari Pemimpin Proyek.

3. Uraian konsepsi Konsultan Pengawas atas pekerjaan pengawas Proyek.

VII. PENUTUP

1. Konsultan Pengawas setelah menerima Pengarahan Penugasan ini, hendaknya mempelajari dan memahami isi dari pengarahan penugasan ini, memeriksa semua bahan yang diterima serta mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan, karena tidak ada lagi penjelasan lebih lanjut mengenai Pengarahan Penugasan Pekerjaan / TOR ini.

2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, konsultan pengawas agar segera menyusun pekerjaan seperti butir VI, dan segera diserahkan kepada Pemimpin Proyek.

3. Uraian konsepsi Konsultan Pengawas atas pekerjaan pengawas Proyek.

TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT PENAWARAN

I. PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas / Bowhear untuk pekerjaan ini adalah Pemimpin Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001.

II. PENGADAAN JASA KONSULTAN

1. Dasar Hukum :

a. Keppres RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b. Keppres RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

c. Keputusan Bersama Menkeu dan Kepala BPPN
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Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI No. 18 Tahun 2000.

d. Perda No. 4 Tahun 2001 Tanggal 5 Mei 2001 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001.

e. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Perbaikan Perumahan dan Permukiman (P2P) Perkotaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001.

2. Syarat-syarat pengadaan langsung.

a. Rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) bidang konsultan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang masih berlaku, klasifikasi C, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman.

b. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

e. Memiliki Surat Tanda Keanggotaan Profesi (INKINDO).

f. Nasabah Bank Pemerintah yang baik.

g. Tidak kehilangan hak mengikuti pelelangan sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

h. Tunduk kepada ketentuan dan Peraturan yang berlaku sesuai menurut ketentuan dalam Pengarahan Penugasan Pekerjaan / TOR.

III. PENJELASAN PEKERJAAN

1. Hadir penjelasan pekerjaan, sesuai menurut undangan.

2. Apabila pimpinan perusahaan berhalangan agar diwakili oleh staf lain yang ditunjuk dengan memberikan Surat Kuasa yang Syah.

3. Dalam rapat penjelasan, diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai pengarahan penugasan ini.

4. Semua hasil penjelasan (Aanwijzing) ini akan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan merupakan lampiran dari Pengarahan Penugasan, dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Risalah ini ditanda tangani oleh Konsultan dan Pemimpin Proyek.

IV. TATA CARA PENAWARAN

1. Konsultan yang diundang langsung mengantarkan sendiri penawaran beserta lampiran-lampirannya yang telah dimasukkan kedalam amplop serta tidak tembus pandang, ditujukan kepada Pemimpin Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001 sesuai menurut ketentuan dalam Undangan Pengadaan langsung.

2. Surat Penawaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dibuat diatas kertas Kop Perusahaan mempunyai asli dan dibubuhi :

· Materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

· Cap tanda tangan pimpinan perusahaan dan tanggal.

3. Lampiran-lampiran Surat Penawaran tersebut diatas terdiri dari :

a. Surat Penawaran.

b. Rincian Biaya Pekerjaan Pengawasan (RAB) dan Rekapitulasi.

c. Time Schedulle Pelaksanaan Pengawasan ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

d. Akte Pendirian Perusahaan.

e. Tanda Daftar Rekanan (TDP).

f. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

i. Surat Tanda Keanggotaan Profesi (INKINDO).

j. Referensi Bank Pemerintah.

k. Neraca Terakhir Perusahaan.

l. Susunan Pemilikan Modal Perusahaan.

m. Daftar Pengalaman Perusahaan.

n. Daftar Peralatan yang dimiliki.

o. Susunan Pengurus Perusahaan.

p. Daftar Tenaga Ahli Perusahaan, dilengkapi dengan :

-Pernyataan Tenaga Ahli.

-Curiculum vite Tenaga Ahli.

-Ijazah Tenaga Ahli.

q. Surat Pernyataan Sanggup dari Pemimpin Perusahaan.

Surat-surat yang dimiliki tersebut agar yang aslinya dibawa pada saat Penyampaian Surat Penawaran.

V. PEMBUKAAN PENAWARAN

Pembukaan Penawaran tersebut diatas akan disaksikan langsung oleh Pemimpin Perusahaan atau yang diberi kuasa setelah penyampaian Surat Penawaran.

VI. SISTIM EVALUASI

Sistim evaluasi penawaran dimaksud akan dilakukan dengan Negosiasi Langsung bersama Konsultan Pengawas dengan mempedomani Owneer Estimate (OE) Bagian Proyek dan petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan yang berlaku untuk Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas.

VII. PENUNJUKKAN DAN PERINTAH KERJA

Setelah dilakukan Negosiasi Harga Penawaran atas dasar kesepakatan akan diterbitkan Surat Penunjukkan dan Perintah Kerja dengan harga sesuai menurut Berita Acara Negosiasi.

VIII. PENYIAPAN KONTRAK

Kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek Perumahan dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2001 dan Konsultan Pengawas.

Rengat,       JUNI 2001.

 DISETUJUI OLEH :
         DIBUAT OLEH :

PEMIMPIN PROYEK 
PANITIA PELELANGAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 
                KETUA,

PERKOTAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

    TAHUN ANGGARAN 2001

BOY RICHARD, ST.
      MAHYUDIN KARNAIN
  NIP. 010 261 883
          NIP. 420 005 613                
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